BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 32 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai
akuntansi berbasis akrual sesuai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan sehubungan dengan adanya
ketentuan yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati
Nganjuk Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016, maka perlu mengubah Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomoer 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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18.

19.

20.

21,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
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32.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013
tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan /
Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
/ Kuasa Bendahara Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;

ol




33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Menteri Kcschatan Nomor 59 Tahun 2014
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan,;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun
2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012
Nomor 02);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2014;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.




Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016

Pasal I

Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor
32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagai berikut :

1. Lampiran I BAB I D. 1. diantara huruf b. dan huruf c.
disisipkan S (lima) point, yakni b.1., b.2. , b.3., b.4., b.5.
sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

b.1. Terhadap penerimaan kas atas transaksi pendapatan
yang belum dianggarkan dalam APBD maupun
APBD-P maka penerimaan tersebut diakui sesuai
dengan realitas ekonomisnya meskipun administrasi
kode rekening atas pendapatan tersebut belum
tertuang dalam APBD maupun APBD-P. Karena tidak
dianggarkan dalam APBD maupun APBD-P,
pengakuan pendapatan dimaksud tidak dilaporkan
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), namun
diperhitungkan pada pos pendapatan dalam Laporan
Operasional (LO).

b.2. Pendapatan hibah barang/jasa tidak dilaporkan
pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis
kas. Pendapatan hibah berupa barang/jasa
dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis
akrual.

b.3. Terkait dengan point b.1 dan b.2 SKPD penerima
wajib melaporkan ke BUD setiap triwulan, yang
disampaikan pada minggu pertama triwulan
berikutnya.

b.4. secara analogis point b.1 s/d b.3 berlaku untuk
belanja daerah.




b.5. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah
langsung dalam bentuk uang dan belanja yang
bersumber dari hibah langsung dilaksanakan
melalui pengesahan pendapatan dan belanja oleh
Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah melalui tahapan :

(1) pengajuan ijin pembukaan rekening hibah
kepada Bupati oleh Pengguna Anggaran.

(2) Pengelolaan rekening hibah/bantuan sosial
dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran /
bendahara pengeluaran pembantu.

(3) Surat pengesahan pendapatan dan belanja
hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang yang
bersumber dari hibah/bantuan sosial langsung
yang diterima oleh SKPD dengan mekanisme :
PA mengajukan Permintaan Pengesahan
hibah/bantuan sosial Langsung  untuk
pengesahan pendapatan dan Dbelanja ke
Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri :
copy rekening Koran atau rekening lainnya,
laporan penggunaan dana hibah/bantuan sosial
dan ijin pembukaan rekening hibah / bantuan
sosial.

. Lampiran I BAB I E. 2. d. 4). d). (1). (a). diubah sehingga

berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : Pembayaran

gaji induk (dilampirkan daftar gaji dan kwitansi);

. Lampiran I BAB II C. 5. diubah sehingga berbunyi dan
harus dibaca sebagai berikut : Pergeseran anggaran
dimaksud pada angka 3 dan 4 dilakukan dengan cara
mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam rancangan perda tentang perubahan
APBD.

. Lampiran I BAB III romawi III 2. diubah sehingga berbunyi
dan harus dibaca sebagai berikut : Rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada romawi III angka I, memuat
laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,
neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan
perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, serta
ikhtisar laporan keuangan badan wusaha milik
daerah/perusahaan daerah.
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5. Lampiran I BAB IIIl romawi IV dihapus.

. Lampiran III d.1 point 1 Pembayaran gaji induk diubah
sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :
Pembayaran gaji induk (dilampirkan daftar gaji dan
kwitansi).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 13 September 2016

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 13 September 2016
PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Staf Ahli Gubernur Jawa Timur
Bidang Pembangunan

AGUS WAHYUDI, SH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 198509 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY H ATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1




